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NOTA DINAS

Kepada Yth.
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ETIKA POLITIK M. NATSIR

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.

NI M : 09.31.737/S3

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26
Januari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah
dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam
rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.
Wassalamu ‘alaikum wr.wb.
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Promotor,
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ABSTRAK

Politik tentu saja tidak hanya sekedar ditempatkan sebagai
proses untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya bagaimanakah
cara meraih kursi dan kedudukan ataupun jenjang kekuasaan
setinggi mungkin dapat dilakukan dengan penuh keadaban,
santun, sesuai dengan moralitas maupun akhlak ataupun etika,
menjadi menjadi sesuatu sesuatu yang sangat mendasar, dalam
membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang
bemartabat. Pemikiran dan perilaku politik senantiasa menarik
minat untuk di kaji, hal itu karena politik termasuk
permasalahan yang lazim ditemukan dalam bermasyarakat.
Pada dasarnya, di manapun ada negara di situ pula ada politik.
Penyebab utama terjadinya pertikaian dan perang saudara
antar sesama umat manusia. Kehidupan politik seseorang pada
umumnya digambarkan bahwa tidak mungkin untuk mencapai
kedudukan tanpa melakukan tindakan-tindakan yang tidak
terpuji, begitulah pandangan secara umum, tidak ada politisi
yang berhasil untuk tidak mengotori tangannya. Hal itu bukan
berarti semua politisi tidak bermoral, melainkan bahwa
kejujuran harus ditinggalkan di rumah kalau mereka mau
mencapai sukses. Jadi meskipun ada politisi dengan pribadi
yang jujur, namun kejujuran mereka parkir (tempatkan) di luar
gedung permainan politik. Terkait dengan dengan persoalan
tersebut, maka sejarah dan perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak bisa dilepaskan
dari aktivitas dan peranan M. Natsir dalam bidang politik.
Konstribusinya yang besar adalah gagasan dan manuvernya
dalam memperjuangkan konsep “mosi integral Natsir yang
sampai hari ini masih dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
Realitas tersebut menjadikan dia sebagai sosok tokoh dan
pemikir yang menarik untuk dijadikan obyek studi dan
penelitian dari berbagai pihak. Sehubungan permasalahan
tersebut, maka penulis melakukan kajian dengan judul
ETIKA POLITIK M. NATSIR “ dengan fokus mengkaji
pemikiran-pemikiranya tentang etika politik, faktor-faktor apa
saja yang mendorong munculnya pemikiran tersebut, apakah
kontribusinya, serta relevansinya dengan kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia.

Penelitian dalam desertasi ini menggunakan pendekatan
sejarah intelektual ataupun sejarah pemikiran. Sejarah
intelektual “ adalah studi tentang pikiran-pikiran masa lalu”
(the study of past thougths), penelitian tentang konsep, nilai,
serta ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian.. Obyek
penelitian dibedakan: obyek matrial adalah pemikiran M.
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Natsir tentang etika politik, sedangkan obyek formal adalah
sejarah pemikiran ataupun sejarah intelektual, karena sesuai
dengan karakternya sebagai bagian dari sejarah. Adapun
tujuan penelitian ini adalah untuk mengekplorasi secara
kongkret pemikirannnya tentang etika politik, bahwa dalam
berpolitik tidak hanya sekedar ditempatkan sebagai proses
untuk meraih kekuasaan semata, namun harus dilakukan
sesuai dengan moralitas ataupun etika politik, serta
mendapatkan penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang
mendorong munculnya pemikiran tersebut, termasuk kondisi
sosial, politik, budaya dan pemikiran yamg berkembang saat
itu, juga kontribusinya dalam membangun kehidupan
bebangsa dan bernegara, sesuai dengan hak-haknya sebagai
warga negara, dan relevansi pemikiran tersebut, dengan
kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hasil penelitian ini ditemukan, bahwa menurut M. Natsir
etika politik merupakan landasan etis bagi kekuasaan berupa
kebenaran yang bersumber pada agama, meskipun tidak secara
mutlak, sedangkan faktor-faktor yang mendorong munculnya
pemikiran tersebut, dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan
sosial politik pada waktu itu, yakni rivalitas antara kelompok
Islam dan kelompok Nasionalis Sekuler, menyangkut
pemisahan negara dan agama yang terjadi sekitar tahun 1930-
1940. Sebagai bentuk kontribusinya dapat diperhatikan
keterlibatannya pada aktivitas politik dan perjuangannya, serta
pemikirannya pada masa sebelum kemerdekaan sekitar pada
awal tahun 1930- 1940. Pada masa Soekarno dan Soeharto,
juga bisa dilihat keterlibatan dalam aktivitas politik dan
perjuangan serta pemikirannya pada masa-masa itu. Apabila
diperhatikan realitas pada masa-masa sebelum kemerdekaan,
maupun setelah kemerdekaan dengan mencermati aktifitas,
serta kontribusinya pada masa-masa itu, maka terdapat
keterkaitan di antara keduanya. Sehingga menjadikan
penelitian ini masih relevan dengan kondisi kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia.
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ABSTRACT

Politics does not merely deal with achieving a ruling
position. This implies that to reach any level in any
organization at any time, one must put civility, politness,
moral, and ethic forward to set a highly dignified nation.
Political thoughts and behaviour always attract people to study
as politics exists in every aspect of life in a society. It also
underlies internal conflicts and wars. To most people, politics
is described as a way to reach a desired position by doing
whatever it takes. It does not mean, however, that politicians
are immoral. There are, of course, honest, kind ones. But as a
politician eagerly targets a position, he leaves his positive
characters behind. In the history of Indonesia, M. Natsir played
an important role in the world of Indonesian politics. His great
ideas and manoeuvre proposing “Natsir integral motion” made
him a figure attracting researchers to fulfil their curiosity.
Being one of them, the author conducted a study entitled “M.
Natsir’s Political Ethic (Etika Politik M. Natsir)” focusing on
his thoughts towards political ethic, factors influencing his
thoughts, his contributions, and its relevance to Indonesia as
nation.

The study employed intelectual historical approach or the
thought history. Intelectual history is the study of past
thoughts, the study of concepts, values, and inherent characters
of the object of study. Object of study was then split into two:
material and formal. The former covered M. Natsir’s thoughts
on political ethic, whereas the later embraced the history of
thoughts or the history of intelectual. The aim of the study was
to explore his ideas on political ethic, i.e. politics was not
merely a process of achieving power but also an effort in
applying moral or ethic. It also aimed to grab the supporting
factors including the conditions of social, politics, culture, and
emerging ideas at that time. Other goals were to acknowledge
his contributions to the nation and their relevance to
nationalism.

The results showed that M. Natsir thought that political
ethic was an ethical base of power taken from religious
rightness, whereas socio-politic situation at the time underlay
his thoughts. Rivalry between Islam and secular nationalists
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occurred from 1930 to 1940. His involvement in politics and
fought and his ideas before independence era were his real
contributions. In the era of Soekarno and Soeharto, he also
involved actively. The relation his activities and contributions
before and after independence make this study relevant to the
recent condition in Indonesia.

XV



C«?:-J\ua.’:.lﬁ

abldl Je deesll adkaS apy Y aulld)
ol g lolS13 ) Liad Lot LS LAl LU stnns i sl s Lo N anid 1, S Lty g
Solodly SN a8 g1l 9 SIaaYV e Ll Ao s los G ienad) (3 Wiz gt
UL LLadll o oAbl OF Gll3y catod plaza¥l dg lta Lol b
Sl ) o 52 Raledly L Aeld) S Wl g Ll sl
leivy o boosle jaseal) b LA O L ad & on e Oyt
o Y oSl o) ey it Jlesl OG0 0aby Jo fagt OF fozdl
I3 Al 2 el 0557 8T pé ag S 3NV Osloeny ¥ el IS0
w2y STV b b OF e ()l Jog o 3 Alnd) 33E Oy
Bl sy g Joad (S8 Y ¢ Bl s slan L Bl Balll ol sl
O el el 3 0l ypng il e Legpt) (3 sy )
S b psgin ol r 2SI @ skl e 5085 555 a3 Szl
At @B s L sl a LS B g e s Ly 3 Y "ol
sy LAl r gty Rl pabe O5SY ie [y Bl asis
oSSl danle e 11570 "ol dishalond) 2301 Olgie cin Eml) A6 Vs e
Wllns b Loy S 0l b wils I Julgall o Lo bl BT e
Lesiai] 3 ) sl (3 Lgnpl o Sliab
s sa Sl ol s 3 S ) e e é
o25ladly iy waliadl auly3y (the study of past thougths) Awolell ISV
DS o sl elaY1 gand L] o) g og0 oty L) £ goge (3 2kl
oo BY Sl mpdl oo ae ) cLaWly ) 39N g ol #
S e wodmallol B 556 DLaSaul Eoudl e e oA 015 i)
Ot b sy abld) ) gl b mogs ¥ il OF e il
AL Al el e oy WS ) 31 T BB sy el o
2 Sy a3ladly bdly Rebenr V1S3 (3 e GBS oda jpels 3585 31 fulgall

Xvi



(obloaS disad by (aolly Y1 by (3 axflocs s Slab (gl b 356L)
L goi] (3 Wy 2 B e GV 0l oy
Sl s ot werald oY ol s olal
Jolsalt Wl aallan oSG 4 Ol cplll o poir g aaadl (Ko 3 alall) BSlsT
Belarr V1 BLA o el gl Laglyg oS IOV ada b o wonis )
Lot cigladall dpegdl) leladls o) Sleladl f udlid) Loy (gl $Us 3
& Gl ag. 1940 51930 G 35 & St Ul pllly Dol oy slas
Plaza¥l 13 b dge o oSO 2liSy (Jladly dld) 2kas) 3 asjlis
Al Laal 13 g5)lages 555w e (3 Ll aSilieg (1940 <1930 alall &lu
(ol B il 0T W man JMaY) dn ol (DB e ALY 8
Syl il 15 Coudl e JIp Y Iy (lan Lean Lgy 7l S (3 bl

L a] (3 Wallg Y1 3L

xvii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

I:\ur;léf Nama | Huruf Latin Keterangan
| Alif dilan-::)iikgkan Tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< T2’ t te
& Sa’ $ es (dengan titik atas)
z Jim J je
c Ha’ h ha (dengan titik bawah)
e Kha’ kh ka dan ha
> Dal d de
5 Zal Vi zet (dengan titik atas)
B Ra’ r er
B 7’ z zet
o Sin S es
S Sy sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik bawah)
o Dad d de (dengan titik bawah)
L T2’ t te (dengan titik bawah)
b za’ z zet (dengan titik bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof terbalik
¢ Ghain gh ge
< Fa’ f ef
3 Qaf q qi
4 Kaf k ka
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'1}:,;%]‘ Nama | Huruf Latin Keterangan
J Lam I el
¢ Mim m em
o Nin n en
3 Waw w we
» Ha’ h ha
2 Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab Ditulis
NS muddah muta ‘ddidah
e iz oy rajul mutafannin muta ‘ayyin

C. Vokal Pendek

Harakah Ditulis| Kata Arab Ditulis
Fathah a JBs 2 e man nasar wa gatal
Kasrah i i e oS kamm min fi’ah
Dammah| u | &b -~ e [sudus wa khumus wa sulus

D. Vokal Panjang

Harakah |Ditulis| Kata Arab Ditulis
Fathah a O 8%, 7B | fattah razzag mannan
Kasrah 1 by S s miskin wa faqir

Dammah| ToAs I dukhul wa khurij
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E. Huruf Diftong

Kasus Ditulis|Kata Arab| Ditulis
Fathah bertemu waw mati| aw U maulid
Fathah bertemu ya’ mati ai i muhaimin

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab Ditulis
o5 a’antum
A st u ‘iddat li al-kafirin
5 o la’in syakartum
olllal) wle) i‘anah at-talibin

G. Huruf Ta’ Marbitah
1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab Ditulis
il Ay zaujah jazilah
5302 2 Jizyah mukaddadah
Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab
yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti
salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki
lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua
itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab Ditulis

g3t 2SS takmilah al-majmii ‘
TS halawah al-mahabbah
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2. Bila ta’ marburah hidup atau dengan harakah (fathah,
kasrah, atau dammah), maka ditulis dengan “t” berikut
huruf vokal yang relevan.

Kata Arab Ditulis
P zakatu al-figri
il 5a> ) ila hadrati al-mustafa
slalal) 3 jalalata al- ‘ulama’

H. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”
1. Bila diikuti huruf gamariyyah:

Kata Arab Ditulis
bldies bahs al-masa’il
Qi Jgastl al-mabhsiil li al-Ghazali

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan
menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya
serta menghilangkan huruf “I” (el)-nya.

Kata Arab Ditulis
ol wle| i‘anah at-talibin
kel Al ar-risalah li asy-Syafi T
cadll olds syazarat az-zahab
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik tidak hanya sekedar ditempatkan sebagai proses
untuk mendapatkan kekuasaan belaka, artinya bagaimana cara
meraih kursi dan kedudukan politik setinggi mungkin di
jenjang kekuasaan. Akan tetapi proses untuk meraih kekuasaan
itu dapat dilakukan dengan penuh keadaban, santun sesuai
dengan moralitas maupun akhlak serta etika yang terpuji dan
bermartabat menjadi sesuatu yang sangat mendasar.

Pemikiran dan perilaku politik senantiasa menarik minat
untuk dikaji, hal itu karena politik termasuk permasalahan
yang lazim ditemukan dalam bermasyarakat.! Pada dasarnya,
dimanapun ada negara di situ pula ada politik.? Penyebab
utama terjadinya pertikaian dan perang saudara antar sesama
umat manusia.®> Kehidupan politik seseorang pada umumnya
digambarkan bahwa tidak mungkin untuk mencapai kedudukan
tanpa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji,
begitulah pandangan secara umum, tidak ada politisi yang
berhasil untuk tidak mengotori tangannya. Hal itu bukan
berarti semua politisi tidak bermoral, melainkan bahwa
kejujuran harus ditinggalkan di rumah kalau mereka mau
mencapai sukses. Jadi meskipun ada politisi dengan pribadi
yang jujur, namun kejujuran mereka parkir (tempatkan) diluar

'Persoalan politik atau persoalan yang berhubungan dengan negara
terutama kekuasaan, muncul sebagai akibat yang tak terelakkan dari suatu
keharusan umat manusia untuk hidup bermasyarakat. Lihat Abd ar-Rahman
Ibnu Muhammad Ibnu Hasan lbnu Ibrahim Ibnu Abdur Rahman lbnu
Khaldun, Mugaddimah al-Musanna, (Baghdad, t.t.), 34.

2| aslie Lipson, The Great Issues of Politic on Introduction to Political,
(Berkley: University of California, 1997), 44-45.

*Tidak pernah terjadi sebilah pedang dihunus karena suatu persoalan
dasar agama seperti yang terjadi karena persoalan imamah di setiap zaman.
Muhammad Ibnu Abd al-Karim al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal, edisi
M.S Kailani, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1975), 24.
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gedung permainan politik.* Oleh karena itu menurut Ibnu
Khaldun bahwa politik harus tetap mempunyai kaitan yang
menentukan dengan ketinggian budi pekerti manusia.
Moralitas dan kekuasaan pada dasarnya merupakan bagian
yang saling terkait.®

Realitas politik di Indonesia pada kenyataannya
merupakan pertarungan kekuatan. Kekerasan, politik uang dan
korupsi mendominasi kehidupan politik di Indonesia. Seperti
peristiwa tragis yang terjadi diwarnai kerusuhan disertai
penjarahan, penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan
(Mei  1998). Kekerasan lebih kejam lagi terjadi
dilatarbelakangi oleh perselisihan antar etnis dan antar agama
(Pontianak, Sampit, Ambon dan Poso). Semua itu
meninggalkan korban, trauma, pengungsian, penderitaan yang
berkepanjangan. Kekerasan-kekerasan itu tidak muncul dengan
sendirinya.  Peristiwa-peristiwa tragis tersebut memiliki
keterkaitan dengan kelompok tertentu.®

Masih berkaitan dengan persoalan di atas, kondisi
kehidupan politik sekarang ini, kedudukan tidak sekedar
diminta, tetapi dapat ditengarai seseorang bisa menggunakan
segala cara dalam mencapai tujuannya. Untuk meraih tujuan
tersebut, bila perlu dengan uang yang sering disebut money
politics. Selain mendaftar juga melamar kepada partai politik
tertentu, yang kira-kira dapat memuluskan jalan bagi yang
bersangkutan untuk menduduki singgasana kekuasaan.’ Situasi
dan kondisi tersebut, merupakan gambaran dari politik
sekarang ini, yang diwarnai tindakan kekerasan yang hampir
terjadi di seluruh wilayah tanah air, juga kasus korupsi yang

“Frans Magnis Suseno, Filsafat Kebudayaan Politik, (Jakarta:
Gramedia Utama Pustaka, 1995), 114-115.

>Zainuddin, A. Rahman, Kekuasaan Dan Negara, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1992), 139-140.

®Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2009),
IX.

"Rafiq Ahmad, Figh Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
105-106.
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merebak dan terjadi di kalangan pejabat baik di pusat maupun
di daerah. Menurut catatan Kemendagri, selama periode 2004-
2012 lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur
dan 158 bupati/walikota menjalani pemeriksaan di KPK.
Sebanyak 40 diantaranya sudah diproses secara hukum, bahkan
telah mendekam di penjara.®

Sehubungan dengan persoalan tersebut, sejarah dan
aktivitas M. Natsir pada bidang politik menjadi penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dia
dipercaya sebagai Ketua Umum di Partai Masyumi yang
kemudian mengantarkannya duduk sebagai Perdana Menteri
(1950-1951) pada era kepemimpinan presiden Soekarno.
Meski pada akhirnya harus berpisah dengan Presiden pertama
RI, karena perbedaan pandangan mengenai kebijakan Presiden
yang saat itu menerapkan sistem “demokrasi terpimpin”.’
Kemudian tahun 1956-1958 menjadi Deputi Perdana Menteri
Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI).*

Sejak muda, Kketerlibatan M. Natsir dalam berbagai
polemik intelektual bidang keagaman dan politik sudah
dilakukan. Kiprahnya dalam kancah nasional maupun
internasional, memiliki berbagai catatan aktivitas yang
multivisi.  Kepiawaiannya dalam berpolemik disertai
kecekatannya menuangkan pemikiran, gagasan dan ide-idenya
melalui tulisan di media massa. Gagasan dan pandangannya
sudah sering dilontarkan sejak usia muda. Bahkan pada tahun
1930-an dia sudah sering menggunakan istilah modernisme
politik Islam.

M. Natsir memandang perlunya penyelarasan antara
ajaran, nilai-nilai kerohanian, sosial politik Islam yang
terkandung dalam al-Qur’an dan Sunah Nabi dengan

®Suara Merdeka, 11 Nopember, 2013.

M. Natsir, Pedoman Perdjoeangan Masjumi: Partai Politik Islam
Indonesia, (Jakarta: Dokumen Masjumi, 1946).

'°H.A. Hafizh Dasuki, (Pimpinan Redaksi) Ensiklopedi Islam, Jilid IV.
Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.



perkembangan zaman dan peradaban manusia. Gerakan politik
menurutnya merupakan sarana dakwah bagi umat muslim
untuk berperan serta dalam aktivitas politik. Lebih jauh M.
Natsir menegaskan bahwa dalam berpolitik, haruslah
berpegang kepada ideologi Islam, karena hal inilah yang
menjadi dasar bagi masyarakat, negara dan kemerdekaan.™*

Catatan sejarah dalam perjalanan politik di Indonesia,
menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan gagasan dan
manuver M. Natsir untuk memperjuangkan umat, bangsa dan
negara dari ancaman disintegrasi bangsa yang terkenal dengan
konsep “Mosi Integral Natsir*?, Tak dapat dipungkiri adanya
perjuangan dan kontribusi bagi bangsa Indonesia yang tidak
hanya dapat dinikmati oleh umat Islam namun dirasakan juga
bagi semua warga negara hingga hari ini.*®

Berkaitan dengan aktifitas politiknya tersebut terdapat
berbagai penilaian beragam terhadap M. Natsir. Di kalangan
birokrat dan nasionalis seperti Soekarno dan Soeharto,
menempatkan M. Natsir dalam kelompok fundamentalis.
Kedua pemimpin negara ini pernah memberikan sanksi politik
berupa kurungan dan pencekalan terhadap aktivitas politiknya,
karena dianggap sebagai tokoh yang cenderung menentang
pemerintah. Penilaian berbeda juga muncul dari kalangan
cendekiawan Muslim di Indonesia seperti Yusril lhza
Mahendra dan Deliar Noer, yang menilai M. Natsir sebagai
tokoh modernis.**

“Anwar Haryono, Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir, Cet. Ke-1,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 1. Bandingkan dalam Yusril Ihza
Mahendra, “Modernisme dan Demokrasi: Pandangan Politik M. Natsir”,
Islamika No. 3, Januari-Maret 1994, 65.

Yusril lhza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme:
Perbandingan antara Masyumi dan Jama’at al-1slami Pakistan, (Jakarta:
Paramadina, 1999), 221-226.

BKeputusan Muktamar Masyumi ke VI di Jakarta tanggal 24-30
Agustus 1952. Dalam dokumen tersebut salah satunya menetapkan M.
Natsir sebagai Ketua Umum Masjumi; Yusril Ihza Mahendra, Pikiran dan
Perjuangan M. Natsir, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 7.

“Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme: Perbandingan...,
227.



Pada tanggal 17 Agustus 1960, partai Masyumi yang
dipimpinnya akhirnya harus mengalami kenyataan pahit,
karena dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan
Presiden Nomor: 200/1960. Namun berkat kegigihan dan
semangat perjuangan M. Natsir tak pernah surut untuk
membela bangsa dan negara. Ketika semua tokoh Islam
Indonesia berusaha untuk mencari posisi pada ormas-ormas
Islam, akibat pembubaran partai-partai Islam oleh Soekarno
(ada yang bergabung ke Muhammadiyah seperti Kasman
Singodimejo, dan ke NU seperti Idham Khalid dan KH.
Masykur). M. Natsir justru tidak memihak kepada keduanya.
Pada tanggal 26 Februari 1967, ia malah mendirikan organisasi
dakwah “Dewan Dakwah Islam Indonesia” (DDII)."

Peran dakwah yang dilakukannya sejak mendirikan DDII
seakan membawa babak baru dalam perjalanan dakwah di
Indonesia. Melalui organisasi dakwah ini, banyak guru agama
Islam yang diberangkatkan ke seluruh pelosok Indonesia.
Kiprahnya dalam bidang dakwah menembus dunia Islam.
Tahun 1967 ia menjadi wakil presiden Kongres Muslim
Sedunia (World Muslim Congres) yang bermarkas di Karachi.
Pada tahun 1969, ia masuk sebagai anggota (Rabithah al-
“alam al-1slami) di Makkah dan pada tahun 1976, Natsir
bergabung dengan kepengurusan Masjid se-Dunia (Al-Majlis
al-A’la al- ‘Alami al-Masajid) yang bermarkas di Makkah.

Konsep-konsep dakwah M. Natsir yang dikenal
menegakkan kebenaran dan mencegah  kemungkaran
tampaknya dapat dengan mulus menerobos kehidupan umat.

“Dijelaskan bahwa sejak tidak terlibat dalam politik praktis, perhatian
M. Natsir tercurah pada aktivitas dakwah melalui Dewan Dakwah Islam
Indonesia. Di DDII ini M. Natsir dipercaya menjadi Ketua Umum hinga
akhir hayatnya. la disegani oleh tokoh-tokoh Islam dari organisasi Islam
kemasyarakatan terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah.
Karena konsistensinya dalam memberikan pelayanan dakwah kepada
masyarakat Indonesia, ia mendapat penghargaan dari King Faisal
Foundation, Arab Saudi. M. Natsir, Fisghud Dakwah, (Solo: CV.
Ramadhani, 1965), 12. Bandingkan dengan Dasuki, Ensiklopedi Islam, 196.
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Ajakan dakwah Islam tersebut menyentuh ke semua lapisan
masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia.'® Baik pada
zaman Soekarno ataupun Soeharto, M. Natsir tetap
menunjukkan sikapnya konsisten dalam menjalankan dakwah,
menyampaikan serta menegakkan kebenaran dan mencegah
kemungkaran. Dakwah M. Natsir lebih bersifat formal karena
memanfaatkan media cetak berupa surat-surat resmi dan
majalah yang dikelolanya, seperti Media Dakwah. Cara
dakwah seperti ini juga ditujukan kepada tokoh-tokoh non
Muslim yakni kepada para pendeta Paus Yohanes Paulus I1.

Akibat pendekatan dakwah semacam ini, DDII oleh para
pemegang pemerintahan sempat dicurigai sebagai kelompok
ekstrim kanan, karena itu, dikalangan nasionalis dan abangan
meminjam istilah Geertz, M. Natsir dipandang sebagai tokoh
fundamentalis. Tentunya anggapan ini menurut penulis
sangatlah berlebihan dan cenderung kurang memahami awal
sejarah politik di Indonesia. Sebab M. Natsir melalui Masyumi
sejak awal berusaha untuk menegakkan “kedaulatan rakyat”.’
Dalam tafsir asas Masyumi misalnya disebutkan bahwa
“andaikan Indonesia ini berdasarkan Islam, maka semua orang
berhak mendirikan partai-partai yang didasarkan oleh
golongan, etnis, profesi, ideologi, dan sebagainya”. Dari tekad
perjuangan inilah, ia menolak tegas kebijakan Soekarno,
mengenai demokrasi terpimpin. Menurutnya dengan multi
partai akan memperumit persoalan dan banyak menimbulkan
permasalahan, tetapi kebijakan untuk membubarkan partai-
partai tersebut akan berimplikasi pada persoalan yang sangat
fundamental. Artinya, seandainya seluruh organisasi politik
dibubarkan, yang tersisa hanyalah seorang diktator yang
berkuasa.'®

M. Natsir, Dakwah dan Pembangunan, (Jakarta: Media Dakwah,
1978), 23.

Tafsir Asas Masyumi (1952). Lihat M. Natsir, Demokrasi di Bawah
Hukum, (Jakarta: Media Dakwah, 1986), 36.

M. Natsir, Islam Sebagai Ideologi, (Jakarta: Pustaka Aida, 1951), 34.



Sosok M. Natsir berdasarkan ulasan di atas, digambarkan
sebagai pejuang, politisi, negarawan yang sabar, santun,
menjaga amanah dan sangat nasionalis, dalam arti sangat
mencintai negeri ini. Meski dianiaya secara politik dan fisik
oleh orde lama maupun orde baru, kecintaannya pada negeri
ini tidak pernah surut. la masih mau turun tangan ketika terjadi
kemacetan diplomasi dengan Malaysia, Jepang, Saudi Arabia
dan negeri lain membantu Indonesia.

M. Natsir memang dikenal sebagai tokoh politisi ulung,
dan negarawan yang halus tutur kata sehalus hati dan budi
pekertinya. la bisa bergaul semeja dengan siapa saja, bahkan
minum kopi bercengkrama dengan musuh politiknya sekelas
Dipa Nusantara Aidit pada masa-masa perjuangannya di
parlemen seusai pemilu pertama tahun 1955. Pergaulannya
yang luas melintasi ideologi dan agama. M. Natsir menjadi
fenomenal dan sangat akrab bahkan sampai ke hubungan-
hubungan pribadi, pernah berboncengan dengan Ignatius J.
Kasimo, Ketua Partai Katholik, pulang menuju rumahnya
seusai sidang-sidang yang melelahkan di parlemen. Begitu
pula ketika bersama Ketua Partai Kristen AM. Tambunan,
tatkala memperjuangkan NKRI dengan mengajukan Mosi
Intergral ~ sebuah  langkah  brilian yang kemudian
mengantarkannya ke kursi perdana menteri. Menurut Natsir,
hal ini dilaksanakan demi kepentingan bangsa dan umatnya
yang lebih besar.

B. Rumusan Masalah
Mengacu pada uraian singkat yang telah diungkapkan dan
mengingat arti penting peranan serta pengaruh perjuangan
politik M. Natsir, sehubungan dengan pemikirannya tentang
etika politik, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bagaimanakah konsep pemikiran M. Natsir tentang etika
politik?



2.

3.

Faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya
pemikiran tersebut?

Apakah kontribusi M. Natsir sehubungan dengan konsep
pemikirannya tentang etika politik, dalam kehidupan
sosial politik di Indonesia?

Apakah terdapat relevansi pada konsep pemikiran M.
Natsir tersebut, dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini,
adalah untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan diatas
sebagai berikut:

1.

Memperoleh penjelasan secara konkret berkaitan konsep
pemikiran M. Natsir tentang etika politik, bahwa dalam
berpolitik tidak hanya ditempatkan sebagai proses untuk
meraih kekuasaan semata, namun harus dilakukan sesuai
dengan moralitas ataupun etika politik.

Mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor
yang mendorong munculnya konsep pemikiran tersebut,
termasuk kondisi sosial, politik, budaya dan pemikiran
yang berkembang saat itu.

Memberikan kontribusi dalam membangun kehidupan
berbangsa dan bernegara yang lebih baik, terutama
dalam kaitan pelaksanakan hak-haknya sebagai warga
negara.

Mengetahui adanya relevansi pemikiran tersebut dengan
kondisi  kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

sumbangan, baik dalam kehidupan masyarakat maupun bagi
khasanah pengembangan ilmu pengetahuan antara lain:

1.

Memberikan sumbangan pemikiran tentang filsafat
moral atau etika politik, apabila dikaitkan dengan
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa setiap warga
negara dalam merealisasikan gagasan dan aktivitas
politiknya, perlu landasan etika agar bermanfaat bagi
seluruh lapisan kehidupan masyarakat.

2. Untuk membangun kesadaran bagi seluruh warga agar
dalam melaksanakan hak-haknya, harus menghormati
hak-hak warga yang lain, sehingga pelaksanaan hak-hak
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Memberikan ~ masukan  terhadap  perkembangan
pemikiran etika politik, sebagai bagian dari filsafat
dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan perkembangan zaman dalam kehidupan
modern, untuk membangun peradaban yang lebih
bermartabat.

4. Sebagai tahap awal penelitian tentang etika politik,
khususnya pemikiran M. Natsir yang dapat
dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut kepada
tokoh-tokoh yang lainnya.

D. Kajian Pustaka

M. Natsir sebagai sosok tokoh pemimpin dan pemikir,
wajar saja jika pemikirannya sering menjadi obyek kajian para
tokoh dan ilmuwan baik dalam bentuk penelitian maupun
sebagai tema dalam kajian, diskusi, seminar dan sebagainya.
Dalam penelusuran penulis ditemukan beberapa kajian berupa
disertasi, buku serta jurnal yang mengulas tentang M. Natsir
dalam berbagai aspek. Empat kajian atau penelitian dalam
bentuk disertasi, tigadiantaranya berbentuk buku, serta dua
merupakan jurnal. Pada kesempatan ini penulis hanya
mengemukakan empat inti kesimpulan disertasi, tiga buku, dan
dua jurnal yang dimaksud; diantaranya Mohammad Thohir
Luth, dalam kajiannya berjudul: M. Natsir: Dakwah dan
Pemikirannya. Sebagai tokoh intelektual muslim dia
menunjukkan pandangan tentang Islam yang moderat dalam
menghadapi tantangan-tantangan yang ingin memojokkan
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Islam. Dengan gerakan politiknya yang didasari amar ma ruf
nahi munkar demi tegaknya Islam, yang terdiri dari tiga pilar
utama; yaitu amal perbuatan lisan, aktualisasi ajaran Islam
dengan karya nyata, dan Kkepribadian terpuji sebagai
sokogurunya. Pemahaman konsep dakwah tersebut, memiliki
dampak baik sosiokultural dan geopolitik bagi masyarakat.'®
Thohir Luth juga mengkritik gerakan dakwah M. Natsir yang
terkesan terfokus pada pendekatan formal, terutama dalam
menghadapi elit birokrasi. Tidak tampak gerakan dakwah
dengan pendekatan kekeluargaan. Pendekatan yang serba
formal ini, menimbulkan jarak cukup jauh dengan penguasa,
sehingga menimbulkan sikap kurang akrab dan kurang
bersahabat. Akibatnya, dirinya selalu dicurigai oleh elit
birokrasi, bahkan dituding sebagai gerakan ekstrim kanan.

Mohammad Ris’an Rusli, mengkaji M. Natsir dalam
perspektif teologi. Pada kajiannya, ia menyimpulkan bahwa
teologi M. Natsir lebih dekat dengan teologi Mu’tazilah yang
cenderung memberikan supremasi kepada akal. Namun ketika
berbicara tentang perbuatan Tuhan, M. Natsir lebih cenderung
kepada faham Asy’ariyah.”

Asna Husin, dalam kajian penelitiannya berjudul:
Philosophical and Sosiological Aspects of Da’wah: A Study of
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dia menarik kesimpulan
bahwa secara filosofis dakwah M. Natsir melalui DDII
cenderung kurang berkompromi denganumat Islam Indonesia
yang kondisi teologisnya masih sangat sinkretis, khususnya
kalangan elit birokrasi. Selain itu, aktivitas dakwah M. Natsir
melalui organisasi DDII juga kurang mempertimbangkan
kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini ditulis untuk
menyelesaikan studi tingkat doktoral di Columbia University

“Mohammad Thohir Luth, M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya,
(Jakarta: Dalam penelitian Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah,
1999), 131.

“Mohammad Ris’an Rusli, Pemikiran Teologi M. Natsir, (Jakarta:
Dalam penelitian Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998),
287.
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tahun 1998. la juga mengakui bahwa pengiriman para
mubaligh ke berbagai daerah di Indonesia memang memberi
dampak baik terhadap peningkatan kualitas kehidupan
beragama. Namun belum dapat memberikan jalan keluar
masyarakat Muslim Indonesia saat itu untuk mengatasi
kesulitan ekonomi.?

Arif Hizbullah Sualman, dalam penelitiannya berjudul: M.
Natsir (1908-1993): His Role in the Development of Islamic
Da’wah in Indonesia, menyimpulkan bahwa gerakan dakwah
M. Natsir memberikan kontribusi besar dalam proses
pengembangan Islam di Indonesia. Program pengiriman
mubaligh yang terus berlanjut hingga kini berhasil membangun
dinamika kehidupan keagamaan masyarakat Muslim
Indonesia.?

Adapun dalam bentuk buku Lukman Hakiem sebagai
editor (Ed) dalam M. Natsir di Panggung Sejarah Republik,
sebuah buku yang banyak mengungkap secara historis aktifitas
perjuangan, dan pemikiran politik M. Natsir di Indonesia.
Kontribusinya kepada bangsa dan negara sebagaimana yang
diungkapkan oleh para tokoh menyangkut peran dan kontribusi
M. Natsir di Indonesia.*®

Sohirin Mohammad Solihin, M. Natsir: Intellectualism
and activism in modern age, sebuah buku yang banyak
mengupas tentang M. Natsir. Dalam buku ini diungkap latar
belakang sejarah, pendidikan, pandangannya tentang Islam
Versus Nasionalisme, pemikiran tentang politik dan agama,
pemikiran Islam tentang Nasionalisme, Tauhid dan pendidikan,

!Asna Husin, Philosophical and sociological aspects of da'wah. A
study of the Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,(US: Columbia University,
1998).

L ihat Arif Hizbullah Sualman, M. Natsir (1908-1993): His Role in
the Development of Islamic Da’wah in Indonesia, (Historical Study of an
Indonesian Mujahid Da’wah (Malaysia: International Islamic University
Malaysia, 1995).

BlLukman Hakim, (Ed) M. Natsir Di Panggung Sejarah Republik,
(Jakarta: Republika, 2008).
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Demokrasi versus Absolutism, juga peran M. Natsir dalam
kepemimpinan partai Masyumi.?*

Adrey R. Kahin, Islam, Nationalism and Democracy
Apolitical Biography of M. Natsir, dalam buku tersebut, la
memulai dengan mengekplorasi secara gamblang sejarah
perjalanan karir politik M. Natsir sebagai tokoh politik dan
pemikir Muslim terkemuka di Indonesia. Kahin mencoba
untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang
pandangan Natsir berkaitan dengan nasionalisme dan
demokrasi.  Tujuannya untuk  mengetahui  pengaruh
modernisasi Islam di Indonesia. M. Natsir sebagai seorang
politisi terkemuka juga pemimpin Muslim memberikan
kontribusi yang sangat besar, bagi pembangunan politik di
Indonesia.?

Abdullah Firdaus, Mohd. Nasir Omar dan Idris Zakaria,®
Pemikiran Politik dan Kenegaraan M. Natsir. Jurnal ini
membahas pemikiran M. Natsir menyangkut masalah-masalah
Islam dan Politik, Konsep Negara Islam, Karakteristik
Pemimpin Negara, Nasionalisme dan Demokrasi Islam.
Merujuk kepada apa yang diyakini oleh M. Natsir meliputi
aspek sosial, politik dan negara dapat disimpulkan bahwa
ajaran Islam di dunia harus berpihak kepada keadilan dan
kesejahteraan. Secara khusus M. Natsir dengan lantang
menuntut dasar perlembagaan negara Republik Indonesia
berdasarkan Islam, yakni negara demokrasi berdasarkan
Islam.?’

Firman Noor, Islamic Party And Pluralism,The View and
Attitude of Masyumi towards Pluralism in Politics (1945-

#Sohirin Mohammad Solihin, M. Natsir: Intellectualism and activism
in modern age,(Malaysia : lUM Press, 2003).

®Adrey R. Kahin, Nationalism and Democracy Apolitical Biography
of M. Natsir,(Singapore: NUS, Press,2012).

®Firdaus, dkk. 2015. Dept. Of Theology and Philosophy, Faculty of
Islamic Studies, University Kebangsaan Malaysia. “Pemikiran Politik dan
Kenegaraan M. Natsir”, Internasional Journal of Islamic Thought, e-ISSN
2289-6023, Vol.7, (june), 2015.

“Ipid. , 9.
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1960), jurnal ini membahas tentang respon Masyumi terhadap
pluralisme. Tentu saja dalam ulasannya M. Natsir berperan
sebagai tokoh sentralnya. Terutama tentang keragaman politik
dalam kurun waktu lima belas tahun setelah Indonesia
merdeka. Masyumi dalam sejarah Indonesia dikenal banyak
kalangan sebagai partai yang berhasil mengembangkan konsep
demokrasi menjadi salah satu unsur penting dalam gerakan
nasionalisme. Meskipun sikap positif Masyumi terhadap
pluralisme ada beberapa kalangan yang meragukan, hal itu
muncul karena adanya kecendrungan bahwa hanya umat Islam
yang berhak memegang posisi kunci seperti presiden dan wakil
presiden. Dengan argumen bahwa realitas bangsa Indonesia
menunjukkan mayoritas muslim, sekitar 90% pada waktu itu.
Pada akhirnya dalam ulasan menunjukkan bahwa partai Islam
seperti Masyumi secara mandiri mengembangkan seperangkat
pemikiran dan langkah yang kongkrit dan umum, sejalan
dengan semangat pluralisme. Islam dalam pemahaman
Masyumi menjadi dasar yang positif dalam menangani
keragaman. Pikiran dan sikap Masyumi ini dalam batas
tertentu mewakili karakteristik yang nyata dari mayoritas
masyarakat dan warga secara keseluruhan yang masih hadir
hingga sampai saat ini.*®

Dari kesimpulan keempat disertasi dan tiga buku serta dua
jurnal yang dikemukakan, menunjukkan belum ada yang
membahas ataupun melakukan penelitian tentang etika politik.
Maka tema kajian penulis berjudul: Etika Politik M. Natsir,
merupakan prior research yang membuat kajian dalam
penelitian ini layak dilakukan. Untuk menemukan hal-hal yang
berkaitan dalam studi pemikiran M. Natsir tersebut.

Firman Noor, “Islamic Party An Pluralism,The View and Attitude of
Masyumi toward Pluralism in Politics (1945-1960) ”, Al-Jami’ah: Journal of
Islamic Studies, Vol. 54, no.2 (2016), 273-310.
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E. Kerangka Teori
Pemahaman terhadap konsep pemikiran etika dan politik
perlu dilakukan sebelum merumuskan konsep tentang etika
politik sebagai acuan pembahasan selanjutnya, juga sebagai
upaya untuk menelusuri pemikiran M. Natsir tentang masalah
tersebut.
1. Konsep tentang Etika
Kesepadanan pada istilah moral atau sopan santun,
norma-norma serta etiket dengan etika secara umum sering
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.?® Padahal apabila
diperhatikan muatan pemahaman pada masalah tersebut
merupakan hal yang berbeda. Menurut K. Bertens
menjelaskan bahwa moral merupakan nilai-nilai dan norma-
norma yang mengatur perilaku.®* Senada dengan Bertens,
Lorens Bagus,® menegaskan bahwa moral mencakup
aktivitas manusia (baik atau buruk, benar atau salah, tepat
atau tidak tepat) dalam hubungannya dengan orang lain.
Terdapat dua hal yang penting apabila diperhatikan
dari definisi moral tersebut, yaitu; 1) nilai-nilai dan norma-
norma yang mengatur perilaku, 2) aktivitas manusia dalam
hubungannya dengan orang lain. Kedua hal tersebut
menjadi penting karena bersifat absolut, sebab norma-
norma atau nilai-nilai merupakan pedoman (tuntunan) bagi
manusia dalam berperilaku dan hubungannya dengan orang
lain.*
Apabila dicermati pada konteks istilah seperti sopan
santun atau etiket, maka akan terlihat makna pada dua
istilah terakhir ini,bisa dimasukkan pada pemahaman moral

Lihat lebih lanjut K. Bertens, Etika, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1994), 3-8.

“Ibid. , 9-11.

%!l orens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1996), 672.

%Paul W. Taylor, “Introduction: What is Morality” dalam Paul W
Taylor (ed), Problems of Moral Philosophy an Introduction to Ethics,
(California: Dickenson Publishing Company Inc. California, 1967), 3.
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sebagaimana yang telah disinggung, bahwa aturan tingkah
laku manusia baik secara pribadi maupun berkelompok
ketika berhubungan dengan sesamanya.

Berbeda dengan muatan pemahaman moral, maka
muatan pada makna etika memiliki cakupan yangjauh lebih
luas dan dalam, bila dibandingkan dengan muatan makna
yang ditemukan pada moral seperti telah diungkap di atas.
Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa etika merupakan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran-ajaran,
norma-norma, nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dan
pandangan moral secara kritis.** Etika sendiri terdiri dari
dua bagian yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum
membahas kaidah-kaidah pokok seluruh aktivitas manusia
dan etika khusus menelaah kaidah-kaidah tersebut
Khususnya  antara hubungan manusia  dengan
lingkungannya.

Dibedakannya etika pribadi yang membahas kewajiban
manusia bagi dirinya menggunakan nurani terhadap yang
Illahi. Cakupan etika individual lebih sempit dibandingkan
etika sosial, sebab etika sosial menyangkut seluruh
kewajiban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai
makhluk sosial, yang mencakup etika politik atau filsafat
moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia®®.

Pemaknaan etika seperti diungkap diatas, akan semakin
jelas apabila mencermati pendapat-pendapat dari ahli yang
mengungkapkan secara eksplisit, bahwa etika sebagai nama
lain dari filsafat moral ketika menjadi sebuah kajian

3Untuk makna etiket, lebih lanjut K. Bertens, 9-11. Sedangkan makna
sopan santun lihat Frans Magnis Suseno, Etika Politik (Prinsip-prinsip
Moral Dasar Kenegaraan Modern), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1994), 19.

%Suseno, Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral .., 13.
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filosofis terhadap moral.®® Pemaknaan etika dengan filsafat
moral seperti ini, sekaligus menunjukkan bahwa kajian
dalam etika bukan dalam bentuk studi deskriptif
sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial,
seperti sosiolog, psikolog, antropolog, dan sejarawan, akan
tetapi dalam bentuk kajian kritis yang mencakup dua segi,
yakni normatif dan analitik (metaetik).*’

Amin Abdullah juga menyampaikan hal yang sama
bahwa dalam studi etika kontemporer, para filosof
mengklasifikan diskursus etika menjadi tiga macam
wilayah yang saling berhubungan. Pertama, etika
mengandung arti seperangkat aturan-aturan tingkah laku
(moral code) atau sering disebut “normative ethics”, seperti
etika profesi, etika mengenai tingkah laku yang amoral dan
lain-lain. Kedua, etika merujuk pada pandangan hidup atau
cara hidup tertentu (“applied ethics’’), misalnya etika
Muslim, etika Kristen, etika Jawa dan begitu juga
seterusnya. Ketiga, wilayah “metaethics” yaitu penelitian
dan penyelidikan mengenal way of life suatu kelompok atau
individu dalam dataran, applied ethics.*® Berkaitan dengan
masalah tersebut, maka etika politik masuk pada wilayah
applied ethics.

Disiplin  metaethics jarang dikenal pada wilayah
pemikiran keagamaaan baik secara umum ataupun khusus.*
Kondisi demikian terjadi karena terbawa dari kebiasaan
yang menjelaskan bahwa pandangan hidup keagamaan
merupakan ultimate concern. Yaitu persoalan yang paling
berharga atau persoalan antara hidup dan mati, sehingga
tidak boleh dikoreksi ataupun diganggu gugat. Istilah

%paul W, Taylor, “Introduction: What is Morality” dalam Paul W
Taylor (ed), Problems of Moral Philosophy an Introduction to Ethics,
(Califgornia: Dickenson Publishing Company Inc. California, 1967), 7.

7 -

Ibid. , 8.

%M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan

Integrgtif Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 22-23.
Ibid., 22.
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ultimate concern menurutnya berubah menjadi sesuatu yang
sangat peka, sehingga harus cepat dimasukkan dalam
klasifikasi SARA (Suku, Ras, Agama dan Antargolongan).

Menurut Haryatmoko menjelaskan, bahwa konsep
“moral” sering digunakan sebagai sinonim dengan
“etika”.** Dua hal tersebut muncul dari tradisi pemikiran
khasanah pemikiran filsafat moralyang sangat berbeda.
Makna istilah ini sebenarnya sangat kaya: “etos” berarti
suatu cara berpikir dan merasakan, suatu cara bertindak dan
bertingkah-laku, yang memberi ciri khas kepemilikan
seseorang terhadap kelompok dan sekaligus merupakan
tugas. Istilah moral selaras dengan bahasa latin “moralis”
yang berkembang menjadi istilah teknis yang tidak bisa lagi
berarti sebagai kebisaaan, tetapi mengandung makna
“moral” seperti digunakan dalam pengertian sekarang.
Moral selalu dihubungkan dengan kewajiban tertentu,
apabila dikaitkan dengan norma, yang berati sebagai cara
bertindak yang berupa tuntutan entah relatif entah mutlak.

Moral dapat disimpulkan melalui baik buruknya
manusia terkait tindakannya, sikapnya dan cara
mengungkapkannya. Moral mencoba menjawab pertanyaan:
“Apa yang harus saya lakukan?”. Dengan demikian, konsep
moral mengandung dua makna: 1) semua aturan dan norma
yang berlaku, yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu,
sebagai arah atau pegangan dalam berperilaku, dan muncul
dalam kerangka yang baik dan yang buruk; 2) disiplin
filsafat yang merefleksikan tentang norma-norma tersebut
dalam rangka mencari landasan dan tujuan atau
finalitasnya. Pengertian yang kedua ini lebih dekat dengan
penggunaan konsep etika.

Etika biasanya dipahami sebagai refleksi filosofis
tentang moral. Jadi, etika lebih merupakan wacana
normatif, tetapi tidak selalu imperatif, karena bisa juga

“*Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, 186-187.
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hipotesis, yang membahas baik dan yang buruk, yang
dianggap sebagai norma yang relatif. Etika ingin menjawab
pertanyaan “Bagaimana hidup yang baik?”. Jadi, etika lebih
dinilai sebagai seni hidup yang mengarah kepada
kebahagiaan dan kebijakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui perbedaan makna
antara moral dan lain-lainnya dengan etika. Bila pada moral
dan lain-lainnya itu memiliki makna tentang bagaimana
bertingkah laku yang berdasarkan nilai-nilai yang telah
diakui oleh individu atau kelompok ketika bergaul dengan
individu atau kelompok lainnya. Maka pada etika selain
seseorang dituntut dapat bertingkah laku sesuai dengan
norma-norma tertentu, melainkan juga dituntut mampu
memahami sistem, landasan norma serta rumusan
pemikiran yang rasional untuk menuju kehidupan yang
lebih baik. Dengan istilah lain dalam pemahaman etika
sama pentingnya dengan memahami landasan norma-norma
moral.

Dikalangan pemikir Islam seperti al-Kindi (w.260 h/
873 m) menyatakan manusia disamping memiliki akal juga
memiliki keinginan dan nafsu. Ketiga hal ini ditampilkan
oleh al-Kindi bagaikan raja, babi dan anjing. Menurutnya
manusia yang mulia adalah ketika akalnya mampu
melaksanakan kontrol secara penuh terhadap dua daya yang
lainnya. Menurut al-Kindi kesempurnaan moral manusia
hanya bisa diraih oleh jiwa yang telah meninggalkan badan,
sebab kaitannya dengan badan di dunia ini, terlihat dari
pengaruhnya yang diberikan oleh keinginan dan nafsu
badaniah terhadap jiwa, maka dengan meninggalkan badan
dan kembali kedunia spiritual, disanalah ia dapat menemui
Tuhannya menuju puncak kesempurnaan.**

Berkaitan dengan persoalan diatas, al-Farabi (w.339h/
950m) menyatakan bahwa pikiran menurutnya berkaitan

“Al-Kindi, Rasa’il al-Kindi al-Falsafiya, Muhammad Abd al-Hadi
Abu Ridha (ed.), (Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabiy, 1950), 273.



19

dengan cara-cara yang bermanfaat untuk meraih suatu
tujuan. Melalui pikiran akan diketahui yang paling baik
untuk menemukan yang paling bermanfaat guna meraih
suatu tujuan. Tujuan ini boleh saja benar-benar baik atau
benar-benar tidak baik, atau hanya dapat diyakini tujuan ini
baik. Maka pikiran ini bagi al-Farabi dikelompokkan pada
kebajikan berfikir, yaitu daya jiwa yang dipakai untuk
menemukan apa yang paling bermanfaat untuk hal-hal yang
hanya dinyatakan baik.*?

Ibn Miskawaih (w.1030 m) juga seperti al-Kindi yang
percaya bahwa manusia terdiri dari dua subtansi yakni
badan dan jiwa. Dua subtansi ini saling bertentangan ketika
badan menginginkan kesenangannya, sebaliknya jiwa
menjauhkan diri kesenangan seperti itu. Hal ini karena jiwa
mendambakan Kkeberadaan Tuhan. Ketika badan tidak
mampu mengetahui dirinya kecuali dengan bantuan indra
yang secara alami cenderung pada kekeliruan dan
kesenangan. Maka jiwalah mengambil pengetahuan dari
esensi dirinya yaitu akal, bahkan akal dapat meralat
keputusan-keputusan yang keliru yang telah dibuat oleh
indra.*®

Subtansi jiwa bagi Ibn Miskawaih tidak dapat diketahui
oleh indra, jiwa bukan badan dan bukan pula bagian dari
badan.Sesuai dengan tujuannya untuk meraih kebahagiaan
dan kesempurnaan, maka jiwa akan selalu menentang
semua bentuk kesenangan badaniyah yang mengganggu
pencapaian tujuannya.** Badan itusendiri menurut lbn
Miskawaih diposisikan sebagai alat bagi jiwa untuk
merealisasikan ~ kesempurnaannya. Oleh karena itu
ketinggian manusia baginya adalah diukur dengan

“Al-Farabi, “The Attainment of Happiness” dalam Muhsin Mahdi, Al-
Farabi’s Philosophy of Plato and Aristotle, (New York: The Free of
Glencol, 1962), 28.

**|bn Miskawaih, Tahdhib al-Akhlag, 29-31.

“Ibid., 33-34.
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upayanya mendapatkan kebajikan dan kesempurnaan yang
merupakan kebahagiaan tertinggi melalui jiwa.*

Ibn Sina (w.1037 m) menerangkan etika sebagaimana
para filosof Muslim lainnya pada masa itu terarah tentang
bagaimana manusia dapat meraih kebahagiaan duniawi
maupun ukhrawi. Belum dapat diraihnya kebahagiaan dan
derajat tertinggi melalui perilaku bajik  (fadhoil)
dikarenakan perilaku-perilaku ini bagi Ibn Sina masih
tergolong dalam perilaku kebajikan moral praktis yang
hanya untuk kebaikan dunia. Kebahagiaan sesungguhnya
untuk meraih derajat tertinggi akan dapat diraih seseorang
bila telah dapat meraih perilaku kebajikan moral praktis
sekaligus kebajikan intelektual teoritis.

Kebajikan intelektual teoritis yang disebut juga hikmah
teoritis adalah  kebajikan yang tertinggi  yang
memungkinkan seseorang dapat meraih kebahagiaan yang
sesungguhnya serta derajat yang tertinggi. Hal ini
dikarenakan kebajikan kelompok ini bukan lagi berbicara
pada persoalan tujuan yang baik bagi manusia, atau
membebaskan jiwa dari badan sebagaimana kebajikan
moral praktis, akan tetapi lebih terarah pada pencarian
tujuan kebenaran yang sesungguhnya dan melampaui dunia
ini, sehingga jiwa dapat memposisikan langsung kepada
Tuhan.*

Pemikiran Ibn Sina menjelaskan bahwa perilaku moral
berdasarkan  pemikiran-pemikiran  diatas, merupakan
perilaku yang bajik kendatipun memiliki persamaan dengan
filosuf lain seperti al-Farabi dan Ibn Miskawaih sebagai
hasil daya jiwa. Namun peranan perilaku-perilaku bajik ini
secara langsung untuk menghantarkan meraih tingkat
derajat tertinggi dan kebahagiaan sesungguhnya. lbn Sina
berbeda dengan kedua filsuf di atas, ia menjelaskan bahwa

“Ibn Miskawaih, al-Fawz al-Asghar, Dar al-Maktabat al-Haya,
(Beirut, t.t), 134.
“®Ibn Sina, Risala fi ‘Ilm al-Akhlaq dalam Majid Fakhry (ed), 148.
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derajat tertinggi dan kebahagiaan sesungguhnya baru dapat
diraih bila seseorang memiliki perilaku-perilaku moral
praktis, bersama-sama dengan kebajikan intelektual teoritis
atau hikmah teoritis. Tanpa yang terakhir ini, seseorang
hanya baru dapat membebaskan dari hal-hal yang tidak
terpuji tetapi belum dapat menghantarkan pada Tuhannya.

Pemikiran para filosuf diatas, apabila dikaitkan dengan
konsep pemikirannya tentang perilaku moral atau etika
yang telah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya
merupakan tingkah laku manusia, yang dilandasi oleh suatu
kebajikan untuk meraih kebahagiaan dan derajat yang tinggi
dalam kehidupan. Selanjutnya apabila ditelusuri secara
cermat, maka pemikiran dari kalangan filsuf Islam,
dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya tentang
moralitas ataupun etika secara esensial nampaknya terdapat
titik temu. Sebab dalam pemikiran sebelumnya ditegaskan,
bahwa etika pada dasarnya ingin menjawab pertanyaan-
pertanyaan bagaimana hidup yang baik, jadi etika lebih
dipahami sebagai seni hidup ataupun usaha menuju
kebahagiaan dan mengarah serta memuncak pada kebijakan
ataupun derajat yang lebih tinggi dalam kehidupan.
Sedangkan pandangan dari kalangan filsuf Islam
menyatakan bahwa perilaku moral atau etika pada dasarnya
adalah perilaku bajik, yaitu perilaku manusia yang dilandasi
kebajikan atau kebaikan untuk mencapai kebahagiaan dan
meraih derajat yang lebih tinggi, sehingga ada titik temu
diantara kedua pemikiran tersebut.

2. Konsep tentang Politik

Perkataan politik telah berkembang dalam kehidupan
bernegara di tanah air kita. Malah sebelum kita bernegara di
abad keduapuluh ini, yaitu ketika Belanda masih
menanamkan kekuasaannya di Indonesia, istilah politik
sudah menimbulkan pengertian yang beragam bagi pihak-
pihak yang mempergunakan atau memperbincangkannya.
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Karena politik merupakan ciri khas dalam dimensi
kehidupan manusia. “Dimensi politik manusia” adalah
dimensi masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan
bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu
tindakan harus disebut politis apabila menyangkut
masyarakat sebagai keseluruhan. Politisi adalah orang yang
mempunyai profesi yang mengenai masyarakat sebagai
keseluruhan.*’

Menurut al-Mawardi, ada dua faktor utama yang
menyebabkan manusia tidak dapat hidup, kecuali
bekerjasama dan butuh saling menolong antar sesama umat
manusia. Pertama, manusia merupakan makhluk Alloh yang
lemah, baik secara fisik maupun psikis. Manusia juga
membutuhkan sesuatu yang harus terpenuhi bagi
kelangsungan hidupnya. Tanpa semua itu, manusia tidak
dapat mempertahankan eksistensinya dimuka bumi.
Kebutuhan-kebutuhan itu demikian banyak dan beragam
sifatnya, yang menjadikan seseorang tidak akan mampu
untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri, tanpa adanya
pertolongan dan kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena
itu manusia merupakan makhluk yang senantiasa
membutuhkan keberadaan orang lain dan tolong menolong
yang merupakan tabiat dasar yang melekat pada diri setiap
orang.*®

Kedua, manusia merupakan makhluk Alloh yang
sengaja diciptakan dengan memiliki kemampuan yang
berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Apa yang
dapat dikerjakan dan dihasilkan oleh seseorang belum tentu
dapat dikerjakan dan dihasilkan orang lain. Sebaliknya apa
yang dapat dikerjakan dan dihasilkan orang lain, juga belum
tantu dapat dikerjakan dan dihasilkan oleh seseorang yang

“’Suseno, Etika Politik, (Prinsip-Prinsip Moral Dasar-.., 19-20.
“Al-Mawardi, Adabal-Dunyawaal-Dini, TahgigMustafaal-Saqa,(Ttp:

Dar al-Fikri, tt), 132 dan 208.
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lain. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut, pada gilirannya
akan semakin menguatkan naluri manusia untuk saling
menolong antar sesama manusia, baik untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pokoknya maupun untuk
mempertahankan keamanan dan keselamatan jiwa mereka.
Sebab apabila setiap manusia mempunyai kemampuan dan
tabiat yang sama, niscaya tidak pernah ada kesempatan
untuk mengembangkan sikap saling menolong dan sebagai
akibatnya, manusia akan menjadi semakin lemah, karena ia
tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
Lain halnya jika terdapat perbedaan diantara mereka,
mereka akan menjadi bersatu, tolong-menolong dan saling
berhubungan karena kebutuhan-kebutuhan — mereka.*
Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri, perlu bekerja
sama untuk memenuhi kebutuhan serta mempertahankan
kehidupannya.

Secara historis Aristoteles (384-322 SM) menjelaskan
bahwa politik berkaitan dengan asal usul negara, sebab
baginya kemunculan negara tidak bisa dipisahkan dari
watak politik manusia. Menurutnya manusia adalah
zoonpoliticon, makhluk yang berpolitik. Karena watak
alamiahnya demikian, negara dibutuhkan sebagai cara
untuk aktualisasi watak manusia itu. Lebih lanjut dikatakan
negara adalah lembaga politik yang paling berkuasa, meski
bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan.
Negara memiliki kekuasaan tertinggi hanyalah karena ia
merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan yang
paling tinggi dan mulia. Adapun tujuan dari dibentuknya
negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh warga negara.

Senada dengan yang disampaikan oleh Thomas
Aquinas (1226-1274), bahwa naluri sosial manusia

“Ibid., 135.
*Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2001), 44-45.
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merupakan cikal bakal terbentuknya otoritas politik atau
negara. Negara sebagai bentuk simbul dan pusat kekuasaan
politik tetap merupakan suatu organisasi yang terikat pada
hukum. Artinya negara sebagai organisasi manusia bisa
semata-mata bersifat sekuler, ia menjadi bagian dari dunia
dan bersifat duniawi semata.>*

Rousseau (1712-1778) menyatakan bahwa negara
adalah hasil kesepakatan atau kontrak sosial. Negara
berdaulat karena mendapat kepercayaan dari masyarakat,
sehingga dapat mengatur dan melindungi rakyatnya.
Kekuasaan tersebut bisa dipertahankan apabila dilaksakan
sesuai kehendak rakyat dan apabila hal itu tidak
dilakanakan sesuai keinginan rakyat akan terjadi Krisis
kekuasaan.

Sementara Montesquieu terkait pemikiran politiknya
dalam kontek kekuasaan menjelaskan, dengan teorinya
Trias Politica yang berarti perlu adanya pembagian
kekuasaan menjadi tiga bentuk yakni; kekuasaan legislatif,
eksekutif dan yudikatif, lembaga atau keuasaan legislatif
yang bertugas utamanya mengkonsep undang-undang atau
aturan negara. Lembaga legislatif adalah perwujudan atas
kekuasaan rakyat. Namun, rakyat menurut Montesquieu
adalah berbentuk dewan rakyat bukan orang-orang yang
mewakili rakyat. Badan Legislatif dalam bentuknya yang
paling konkrit: DPR, kabinet atau Parlementer.
Selanjutnya Montesquieu (1689-1755), menjelaskan bahwa
Kekuasaan legislatif dan eksekutif apabila disatukan maka
tidak mungkin tercipta kemerdekaan,. Apabila kekuasaan
mengadili disatukan dengan kedua kekuasaan itu,
kemedekaan rakyat akan terancam, karena hakim

*pid., 100.
*|pid., 251-252.
*|pid., 228.
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merupakan pihak pembuat hukum, sehingga hakim akan
bertindak dengan kekerasan dan penindasan.>*

Masih berkaitan dengan persoalan politik di atas,
dalam hubungan kekuasaan bagi seorang penguasa,
menurut Machiavelli (1467-1527) membahas perebutan
kekuasaan (kerajaan). Bila seseorang telah menguasai suatu
negara,terdapat aturan dalam melaksanakan pemerintahan
dan cara menjaga kekuasaan tersebut, dengan cara:
Pertama, melenyapkan penguasa negara sebelumnyabeserta
seluruh saudaranya, sebab hal itu dianggap akan
menimbulkan gangguan dan ancam bagi pemimpin baru.
Kedua, dengan  melakukan  kolonisasi,  dengan
meningkatkan kekuatan militer di wilayah yang dikuasai
serta menjaga kerjasama dengan penguasa-penguasa
disekitarnya Romawi merupakan bangsa yang pernah
mengadaptasi cara kolonisasi. Machiavelli mengungkapkan
bahwa aturan pertama merupakan langkah yang sangat
efektif untuk dilaksanakan, meskipun hal itu tidak sesuai
dengan moralitas.>

Persoalan politik apabila didasarkan kepada berbagai
pandangan di atas, bahwa politik merupakan ciri khas
dalam demensi kehidupan manusia, sebab sebuah tindakan
akan dinilai bersifat politis apabila diambil dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat secara
keseluruhan. Sementara disisi lain manusia butuh bekerja
sama dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan
mempertahankan kehidupan mereka. Politik pada dasarnya
berkaitan erat dengan asal usul negara, karena terbentuknya
suatu negara berawal dari watak politik manusia (zoon
politicon) dimana negara berperan dalam merealisasikan
watak manusia tersebut. Pandangan tersebut sesuai dengan

*Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Jakarta: Rajawali
Press, 1982 ), 100.
*lbid., 133.
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pemikiran Aristoteles bahwa negara didirikan untuk
menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Thomas Aquinas mendefinisikan negara sebagai
bentuk simbul dan akumulasi kekuasaan politik, tetap
merupakan suatu organisasi yang tidak dapat dilepaskan
dari aturan (hukum). Sementara menurut Rousseau negara
merupakan produk kesepakatan warga dan negara, negara
diberikan mandat untuk menata dan melindungi warganya,
apabila tidak dijalankan dengan baik akan terjadi Krisis.
Disisi lain agar kekuasaan negara tidak dijalankan
sewenang-wenang, maka kekuasaan memang perlu
dipisahkan. Montesquieu mengklasifikasikan kekuasaan
menjadi  tiga, vyaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif,
yudikatif. Sedangkan menurut Machiavelli negara sebagai
wujud kekuasaan, pelaksanaannya dapat dilaksanakan
dengan jalan kekerasan, meskipun bertentangan dengan
moral.

Sehubungan dengan persoalan politik apabila dikaitkan
dengan kekuasaan, merupakan simbol ataupun sebagai
wujud aktualisasi watak manusia, maka negara dibutuhkan
seperti yang disampaikan di atas. Diantara pengertian yang
dimaksud politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi
kekuasaan, dengan jalan mengubah atau mempertahankan,
suatu macam bentuk susunan masyarakat.®

Perdebatan tentang negara dan kekuasaan dalam kajian
ilmu politik, merupakan dua persoalan utama yang akan
senantiasa diperbincangkan dan diakui sebagai hakekat dari
politik itu sendiri. Pada awalnya persoalan politik
diidentikkan dengan persoalan tentang negara dan hal-hal
yang berhubungan dengannya. William T. Bluhm
menjelaskan  bahwa persoalan politik tidak dapat
dipisahkandari persoalan kekuasaan. Apabila disimpulkan
menjadi unsur-unsur universal, politik merupakan suatu

*®Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Jakarta: CV.

Rajawali, 1983), 1, 2 dan 6.
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proses sosial yang bercirikan aktivitas yang menyangkut
persaingan dan Kkerja sama dalam melaksanakan
kekuasaan.”” Politik merupakan persoalan bagaimana
caranya memperoleh, mempertahankan dan
mengembangkan kekuasaan.*®

Ilmu politik berdasarkan sifatnya yang mendasar ini,
banyak ditemukan kajian dan konsep-konsep mengenai
kekuasaan. Sekalipun demikian, ada satu anggapan dasar
bahwa kekuasaan  merupakan kemampuan  untuk
mempengaruhi orang lain untuk berperilaku yang sama
dengan perilaku orang yang memegang kekuasaan.>® Dari
ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa politik merupakan
proses tentang bagaimana caranya seseorang itu dapat
memperoleh, mempertahankan dan mengembangkan
kekuasaan. Hanya saja untuk mendapatkan kekuasaan
tersebut, apakah harus dengan menggunakan kekerasan
ataupun cara-cara yang sesuai dengan aturan moralitas
sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Islam memandang pemikiran politik sebagai pemikiran
yang berkaitan dengan urusan umat manusia, dimana
nantinya  terdapat pengaturan dan  pemeliharaan.
Pemahaman politik menurut Islam didasarkan pada Agidah
Islam dan spiritual, hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang
dibuat menekankan pada aspek urusan dunia dan akhirat.
Agidah Islam mengatur pola hubungan manusia dengan
Tuhannya, berkaitan dengan pemerintah, ekonomi,
hubungan sosial, pendidikan poltik dalam dan luar negeri,
hubungan antara rakyat dan penguasa, hubungan antar

*'William T. Blum, Theories of the Political Systems Classics of
Political Thought and Modern Political Analysis, Third Edition, (N.J.
Prentice Hall: Englewood Cliffts, 1978), 5.

%Zaenuddin A. Rahman, Kekuasaaan dan Negara, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1992), 5.

*Miriam Budiarjo, Konsep Kekuasaan, Tinjauan Kepustakaan (ed)
Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan,
1984), 9.
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negara, dan lainnya.*® Selanjutnya dikatakan bahwa
pemikiran politk dalam Islam dibangun atas dasar yang
mengandung tiga prinsip yang merupakan pilar utama
dalam politik Islam yakni; keadilan, demokrasi dan
persamaan, sebagaimana yang telah disampaikan al-
Qur’an.61

Sehubungan dengan pemikiran tersebut, maka
kedaulatan negara merupakan suatu kenyataan faktual, yaitu
negara merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk
mengaturkehidupan dalam masyarakat yang dikuasainya,
namun wewenang faktual tersebut telah menimbulkan
pertanyaan tentang pertanggungjawaban dalam
penggunaannya. Fakta bahwa negara berwenang untuk
mengatur segala-galanya bukan berarti negara secara moral
berhak untuk mengatur semuanya. Negara wajib untuk
mempertanggungjawabkan  atas apa yang mau
dilakukannya. Penggunaan kekuasaan dan kedaulatan
negara menuntut legitimasi moral.®

Kekuasaan diperoleh karena kedudukannya sebagai
imam atau khalifah merupakan pengganti Rasulullah dalam
memegang mandat dari Allah untuk menegakkan kaidah-
kaidah agama Islam dan mewujudkan kemaslahatan umum
bagi umat manusia. Kekuasaan bagi al-Mawardi ditegakkan
bukan saja untuk menjaga sendi-sendi dasar agama tetapi
juga harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma agama
itu sendiri.®®

Dalam kaitan ini, al-Mawardi tidak saja memandang
agama sebagai sendi dasar kekuasaan imamah atau khalifah
merupakan otoritas pengganti kedudukan Rasulullah yang

% Abullah Qodim Zallum, Pemikiran Politik Islam, (Bangil: Al-lzzah,

2001), 5-10.

S'Buthros Buthros Gholy, al- Madkhol fi Ilmi al- Siyasah, (Kairo:

Maktabah al-Anjalu al-Misriyah, 1976), 70.

%2Suseno, Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar ..., 185.
8 Al-Mawardi, Tashil al-Nazar wa Ta’jil al-Zafaar, (Beirut: al-Nahdah

al-Misriyyah, 1981), 148.
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arahnya sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
Tetapi juga karena agama secara umum merupakan sendi
dasar kekuasaan yang paling kokoh yang mampu
membangkitkan kepatuhan massa secara sukarela.®* Oleh
sebab itu kata al-Mawardi ibarat dua saudara kembar agama
dan kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa
kehadiran di antara keduanya.®® Politik pada dasarnya dapat
disimpulkan sebagai implementasi dari kekuasaan dalam
suatu negara, dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan
moralitas yang sesuai ajaran agama untuk menegakkan
masyarakat, negara dan kemerdekaan. Karena pada
dasarnya moralitas berasal dari aturan agama akan
memberikan dasar kekuatan yang kokoh bagi kekuasaan
(politik). Sebab akan menumbuhkan kepatuhan bagi warga
secara sukarela sehingga antara moralitas dan kekuasan
tidak bisa dipisahkan.

3. Konsep tentang Etika Politik

Sekilas dalam kajian sebelumnya telah disinggung
tentang etika dan politik, baik dari kalangan pemikir secara
umum maupun dari kalangan pemikir Islam tentang konsep
pemikiran etika dan politik, dalam kaitannya untuk
menemukan konsep pemikiran dari M. Natsir sehubungan
dengan konsep pemikirannya tentang etika politik.

Sebelum memasuki pada persolaan tersebut, perlu
diketahui bahwa sebagai kajian ilmiah filsafat pun dibagi
kedalam beberapa cabang, terutama menurut bidang yang
dibahasnya. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat
teoritis dan filsafat praktis. Yang pertama mempertanyakan
apa yang ada, sedangkan yang kedua, bagaimana manusia
harus bersikap terhadap apa yang ada itu. Sedangkan
filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia
adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab

*Ibid., 151-153.
®|bid., 149.
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manusia dan kewajiban manusia. Dan disini termasuk juga
etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis
kehidupan manusia.®® Tegasnya manusia dalam berpolitik
apabila dikaitkan dengan kekuasaan harus dilandasi dengan
moral sehinngga kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu sebagaimana pandangan al-Mawardi maupun lbn
Khaldun dalam kajian sebelumnya mengemukakan bahwa,
baik moralitas ataupun agama dan kekuasaan tidak dapat
dipisahkan.

Berkaitan dengan masalah tersebut al-Ghazali
menjelaskan bahwa akhlak atau moral itu, lebih dahulu
adanya daripada negara dan politik baik dalam sejarah
maupun didalam kejadiannya. la menjadi sumber dari setiap
tindakan perbuatan manusia sebagai pribadi, ia menjadi
sumber pula setiap tindakan dan perbuatan masyarakat
sebagai ikatan dari sesama manusia. Sebab itu ia menjadi
ukuran yang tegas bagi politik negara dari suatu bangsa,
baik untuk menetapkan suatu kebijakan politik yang baik
maupun sebaliknya. Oleh karena itu al-Ghazali mengambil
kesimpulan bahwa moral dan politik harus bersatu padu
tidak boleh dipisahkan.®” Hal yang senada disampaikan
Fazlur Rahman bahwa Islam hadir sebagai “tuntunan moral
bagi tindakan manusia.”®®

Sehubungan dengan masalah tersebut, Muhammad
Imarah menyatakan; bahwa Islam merupakan ajaran agama,
tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi
kaum Muslim, karena logika tentang keselarasan agama
inisesuai perkembanganan zaman yang menuntut agar
persoalan-persoalan yang muncul tersebut diserahkan

%®Suseno, Etika Politik, (Prinsip-Prinsip Moral ..., 12-13.

%’H. Zainal Abidin Ahmad, Konsep Negara Bermoral Menurut Imam
Al-Ghozali, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 160-162.

%8Fazlur Rahman, Islam, (New York, Chicago, San Fransisco: Holt,
Reinhart, Winston, 1966), 241.
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kepada pemikiran manusia untuk memikirkannya.*® Maka
yang perlu dicatat adalah, bahwa Islam mengandung nilai-
nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang menjadi
panduan moral dalam kehidupan manusia yang menyangkut
aktivitas sosial dan politik, yang meliputi prinsip-prinsip
tentang  “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan
kebebasan”.”®  Sejalan dengan pandangan  tersebut,
Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa etika politik,
sebagai sesuatu cita-cita politik modern Indonesia selalu
memunculkan tiga kata kunci yakni; suatu masyarakat yang
adil, terbuka dan demokratis.”

Selanjutnya Fachri Ali menjelaskan, bahwa Islam
berkembang bukan sebagai agama dalam pengertian religi,
melainkan juga telah menjadi nilai yang mendasari sistem
budaya masyarakat, bahkan telah menjadi simbol identitas.
Sumber-sumber kekuasaan politik hampir sepenuhnya
berasal dari nilai Islam. Siapapun yang berkuasa, senantiasa
harus memperhatikan Islam. Bahkan lewat penguasaan
terhadap ajaran-ajaran Islam ia naik dalam jenjang
kekuasaan. Menjauhkan diri dari Islam atau umat Islam
akan menyebabkan berkurang atau bahkan runtuhnya
kekuasaan seseorang. Kehancuran Majapahit dapat dinilai
dari sudut pandang ini, yaitu antara lain disebabkan oleh
semakin tingginya nilai legitimasi kekuasaan Islam,
sehingga semakin memudarnya nilai legitimasi kekuasaan
dari ajaran-ajaran non lIslam.”> Hal yang samajuga
disampaikan oleh A. Syafi’i Ma’arif bahwa dari sudut
pandangan muslim cita-cita kekuasaan (politik) menyatu

®Muhammad Imarah, Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah, (Kairo: Dar
al-Thagafah al-Jadidah,1979), 76-77.

“Ahmad Syafi’i Ma’arif,”Islam astheBasic of State: A Study of the
Islamic ldeas Political ldeas as Reflected in the Constituent Assembly
Debates in Indonesia” (disertasi doktor, Universityof Chicago: 1983), 23.

"Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Pasca Reformasi,
(Jakarta: Paramadina, 1999), xiv.

"2Fachri Ali. Pasang Surut Peranan Politik Ulama, Prisma: 4 April
1984, 19-30.
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dengan wawasan moral sebagai pancaran dari iman
seseorang muslim. Politik dengan demikian berasal dari
ajaran agama (wahyu).”

Pandangan Frans Magnis Suseno menyatakan, bahwa
etika politik ataupun filsafat moral adalah yang menyangkut
dimensi  politis  kehidupan manusia. Dan  pokok
permasalahan etika politik adalah pengakuan secara sah
bagi kekuasaan yang dapat diwujudkan dalam pertanyaan
dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang
yang memiliki dan menjalankan kekuasaan yang dimiliki?
Betapapun besar kekuasaan seseorang, ia selalu dihadapkan
pada permintaanatas tanggung jawab bagi pelaksanaan
kekuasaan dan apabila pertanggungjawaban itu tidak
diberikan, kekuasan tersebut dinilaitidak sah.”

Selanjutnya Aristoteles menjelaskan bahwa baik atau
buruknya negara dinilai dari kesanggupan negara mencapai
tujuan-tujuannya yakni mensejahhterakan seluruh warga
negara, sedangkan negara yang buruk adalah yang gagal
melaksanakan cita-cita itu. Sementara menurut Rousseau
negara harus selalu berusaha mewujudkan kehendak umum
atau rakyat. Apabila negara melakukan hal yang sebaliknya,
maka akan muncul kondisi krisis.” Kekuasaan dalam
kontek negara dianggap sebagai perwujudan dari politik,
yang dalam pelaksanaannya memerlukan
pertanggungjawaban, sehingga diperlukan landasan etika.
Artinya kekuasaan memerlukan legitimasi etis, agar
kekuasaan itu dianggap sah, tentu saja selama negara dapat
mencapai tujuannya yakni mensejahterakan warganya bila
gagal, maka legalitasnya akan hilang.

A. Syafii Ma’arif, Islam dan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: IAIN

Kalijaga Press, 1988), 22.

™Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral..., 30.
Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 2001), 46.
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Sementara dalam khazanah pemikiran politik Islam
diakui bahwa para penguasa politik yang datang sesudah
Rasulullah adalah para pengganti Rasulullah dalam
memimpin komunitas Islam. Sama seperti Rasulullah
kecuali dalam hal kedudukan Rasulullah sebagai penerima
dan penyampai wahyu. Para penguasa politik itu kemudian
lebih dikenal dengan khalifah. Ini juga merupakan
pemegang mandat dari Allah untuk mewujudkan otoritas
politiknya di atas bumi sebagaimana teori al-Mawardi.

Sungguh telah mengangkat seorang pemimpin yang
menggantikan kedudukan Nabi bagi umatnya, yang
memelihara agama dan memegang kekuasaan politik untuk
menegakkan kaidah-kaidah agama dan mewujudkan
kemaslahatan bagi umat manusia.”® Al-Mawardi tidak saja
memandang agama sebagai sendi dasar kekuasaan imamah
atau khalifah merupakan otoritas pengganti kedudukan
Rasulullah yang arahnya sesuai dengan ajaran Al-Qur’an
dan Sunnah Rasulullah, tetapi juga karena agama secara
umum merupakan sendi dasar kekuasaan yang paling kokoh
yang membangkitkan kepatuhan massa secara sukarela.””

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Hanna
Mikhail sebagai salah satu pendukung pemikiran al-
Mawardi menyatakan bahwa Islam tidak memisahkan
masalah spiritual dan masalah dunia itu, Islam meliputi
segala aspek termasuk politik, karena penentuan faktor
sejarah  Muhammad adalah seorang Nabi sekaligus
pemimpin negara.” Islam sendiri sebagaimana pandangan
R. Strothman menegaskan bahwa disamping merupakan
sistem, agama merupakan sistem politik dan Nabi
Muhammad yang juga seorang rasul merupakan pemimpin

SAl-Mawardi, al-Ahkam al-Shulthaniyyah, 3.

""Ibid., 151-153.

®Hanna Mikhail, Politics and Revelation, (Edinburgh: University
Press, 1995), 15.
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negara.”” Dengan memperhatikan pandangan-pandangan
tersebut, pada dasarnya kekuasan itu membutuhkan
landasan etis sebagai legalitas agar bisa
dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Haryatmoko,
bahwa memang bisa saja kekuasaan diperoleh dengan
kekerasan, kemudian hukum atau norma akan melegitimasi
sesudahnya. Namun, kualitas legitimasi itu berpengaruh
terhadap ketulusan dukungan warga negara. Kebutuhan
akan legitimasi tindakan ini memberi peluang wacana
normatif.®

Politik sebagai perwujudan dari kekuasaan dalam suatu
negara pelaksanaanya harus dilandasi dengan moralitas
sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, agar manusia jangan
tenggelam dalam gejolak nafsu yang destruktif. Sehingga
unsur paksaan dalam berpolitik tidak bisa disangkal lagi
karena untuk menjaga kepentingan bersama masyarakat dan
negara secara keseluruhan. Maka kekuasaan membutuhkan
legitimasi moral selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang
ada, sebab secara umum agama merupakan sendi dasar
kekuasaan yang paling kokoh yang mampu membangkitkan
kepatuhan warga masyarakat dan negara secara sukarela.®
Dengan demikian etika politik pada dasarnya dapat
disimpulkansebagai landasan moral (etis) bagi pelaksanaan
kekuasaan, karena dalam pelaksanaannya kekuasaan harus
dipertanggungjawabkan,  artinya  kekuasaan  harus
mendapatkan legitimasi secara etis, tanpa hal itu kekuasan
dianggap tidak sah karena tidak mempunyai legalitas dan
kekuasaan akandigunakan untuk menindas. Meskipun
begitu ada yang berpandangan bahwa landasan moral (etis)

Gibb, Har, ShorterEncyclopedia of Islam, (Leiden: E.J. Bril, 1961),

534.

®Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, 1-2.
81A. Rahman Zaenuddin, Kekuasaan dan Negara, (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1992), 94.
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itu merupakan kebenaran yang harus bersumber dari wahyu
(agama).

Definisi tersebut akan digunakan untuk menelusuri
pemikiran- pemikiran M. Natsir, seperti pemikirannya
tentang dasar negara, demokrasi dan pelaksanan amar
ma’ruf nahi munkar sebagai upaya penegakan hukum
dalam rangka mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban
masyarakat dan kedaulatan negara, sebab apabila ditinjau
dari  presperktif etika politik, akan memunculkan
pertanyaan-pertanyaan mengapa negara harus berdasar
agama, sebab adanya yang anggapan bahwa etika harus
bersumber pada kebenaran yang berasal dari agama, agar
kekuasaan negara itu legal dan tidak digunakan sewenang-
wenang, sedangkan untuk mendapatkan kekuasaan dalam
suatu negara harus didapatkan secara etis ya’ni melalui
demokrasi, selanjutnya pelaksanaan amar ma'ruf nahi
munkar sebagai sebagai upaya penegakan hukum yang
bersumber pada kebenaran untuk mewujudkan keadilan
yang mampu menjamin kepentingan seluruh lapisan
masyarakat. Sehingga pemikiran M. Natsir tentang
persoalan-persoalan tersebut dapat dinilai sebagai etika
politik. Hal itu bisa digunakan sebagai pemandu dalam
menelusuri pemikiran M. Natsir, untuk menemukan
pemikirannya tentang etika politik.

. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif.
Karakteristik penelitian ini terdapat pada objek yang
menjadi  fokus penelitian. Penelitian kualitatif lebih
menekankan pada segi kualitas secara alamiah, karena
menyangkut penelitian konsep, nilai serta ciri-ciri yang
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melekat pada objek penelitian,® dalam hal ini menyangkut
pemikiran M. Natsir tentang etika politik. Pada dasarnya
metodologi yang dikembangkan oleh sejarawan intelektual
juga diterapkan oleh para sejarawan pada umumnnya.
Dengan menggunakan metode deskriptif dan historis.
Metode diskriptif adalah merupakan metode yang bertujuan
untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau
kejadian-kejadian.®® Disamping metode diskriptif juga
historis, digunakan untuk menguraikan secara teratur
seluruh konsepsi tokoh, kesinambungan historis untuk
melihat benang merah yang bersifat eksternal maupun
internal, serta untuk mengungkap makna yang dimaksud
oleh tokoh tersebut dalam karyanya.?* Kekhasannya terletak
pada aspek mana dari masa lalu yang hendak diungkap,
tidak pada kepemilikan eksklusif baik yang berkenaan
dengan bukti atau teknik-teknik kajian.®

Masa lalu itu sendiri telah terwujud dalam bentuk teks
atau arsip. Itu membuat sejarawan dalam prakteknya adalah
penafsir teks. Meskipun untuk sebagian besar jenis
sejarawan, seperti Collini kemukakan, teks-teks ini hanya
sarana yang diperlukan untuk memahami sesuatu selain dari
teks itu sendiri. Bagi sejarawan intelektual pemahaman
penuh atas teks yang mereka pilih dengan sendirinya adalah
tujuan perburuan intelektual mereka.

Sejarah intelektual seringkali terlinat membawa fokus
kajiannya pada studi tentang ide-ide ‘tinggi’ (the high
ideas) dari periode masa lalu, yakni pemikiran para
intelektual yang berpartisipasi dalam budaya terdidik di

%Jerome Kick dan Mare L. Miller, Reliability and Validity in

Qualitative Research, Vol. |, (Beverly Hills: Sage Publication 1986), 9.

¥ Almasdi Syahza, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Pusbangdik

Universitas Riau, 2009), 25.

%Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian

Filsafat,. (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 63-65.
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history.
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masanya. Walaupun menjelaskan ‘ide-ide tinggi’ adalah
yang utama, sejarawan intelektual dipastikan menemukan
kemustahilan, bilamana penjelsan menegenai hal tersebut
tidak memeriksa kontek sosial di mana ide-ide dimaksud
berkembang. Dalam konteks ini sejarawan sosial tentu
teribat dalam ranah sejarah sosial. Disamping itu Michael
Biddiss juga menegaskan, ‘Setiap survei umum sejarah
intelektual sekarang harus mempertimbangkan tidak hanya
ide-ide politik dan sosial, tetapi juga dari interaksi mereka
dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam, filsafat dan
pemikiran agama serta seni.®® Dengan begitu dapat
diketahui bagaimana pemikiran M. Natsir muncul,
merupakan ide-ide tinggi (the high ideas) pada periode
masa lalu, karena peranannya sebagai tokoh yang tidak
akan terlepas dari latar belakang pendidikan, kondisi sosial
politik saat itu, juga pemahamannya terhadap agama
(Islam) berkaitan dengan politik yang pada akhirnya
melahirkan pemikirannya tentang etika politik.

Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,
adalah pendekatan sejarah intelektual. Sejarah intelektual
adalah “studi tentang pikiran-pikiran masa lalu” (the study
of past thougths), kata Quentin Skinner.®” la berusaha
memahami “ide-ide, pikiran, argumen, keyakinan, asumsi,
sikap dan perilaku yang secara bersama-sama menyusun
kehidupan reflektif atau intelektual masyarakat lampau”
(ideas, thoughts, arguments, beliefs, attitudes, and
preoccupations that together made up the intellectual of
reflective of previous societies), demikian Collini
menyatakan.?® Hal yang senada disampaikan oleh Bruce
bahwa sejarawan intelektual menekankan studi mereka pada
“pentingnya kesadaran atau ide-ide dalam memahami masa
lalu“ (the importance of conciousness or ideas in

#Collini, What is Intellectual History? History Today, Volume 35.
87y

Ibid.
lbid.
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understanding the past).®*® Jadi pada dasarnya
problematisasi isu yang diangkat oleh sejarawan intelektual
tidak akan terlepas dari konsep ide atau kehidupan
intelektual di masa lalu.

2. Pembatasan dan Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini fokus pada pandangan M. Natsir
mengenai etika politik, sedangkan obyek penelitian
dibedakan antara lain:

a. Obyek material adalah hal-hal yang menyangkut
kajian sekaligus menunjukkan ruang lingkup
penelitian ilmu tersebut, dalam penelitian ini sebagali
obyek materialnya adalah pemikiran M. Natsir
tentang etika politik.

b. Obyek formal, adalah sejarah pemikiran ataupun
sejarah intelektual, karena sesuai dangan karakternya
sebagai bagian dari sejarah, permasalahan yang
diteliti oleh para sejarawan intelektual tidak akan
keluar dari masa lalu. Tepatnya, sejarah intelektual
adalah “studi tentang pikiran-pikiran masa lalu” (the
study of past thoughts).*® Sehingga obyek formalnya
dalam penelitian ini adalah sejarah pemikiran ataupun
sejarah intelektual.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penilitian ini dibagi
menjadi dua yaitu:
a. Penelusuran data kepustakaan
Pengumpulan data dengan menelusuri beberapa
karya-karya ilmiah M. Natsir sebagai sumber data
primer yang berhasil dilacak oleh penulis sejumlah 34
buah, juga sejumlah karya orang lain mengenai sosok

89y n;
Ibid.
“Heddy Shri Ahimsa-Putra, ”Paradigma, Epistimologi, dan Metode

llmu Sosial Budaya (Sebuah Pemetaan) ”. Makalah disampaikan dalam ...~
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M. Natsir berkaitan dengan pemikirannya, yang tidak
dapat di sebutkan secara pasti, karena studi tentang
pemikiran tokoh ini tetap menarik bagi banyak tokoh
ilmuwan maupun peneliti.

b. Sumber data sekunder yakni data yang dikumpulkan
dengan cara mengumpulkan dokumen atau naskah-
naskah yang berkaitan dengan pernyataan politik M.
Natsir. Selain itu sebagai data sekunder, informasi
yang dipakai diperoleh dari buku-buku, dokumen,
media cetak, ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis yang
terkait.

4. Analisa

Untuk menelaah dalam penelitian ini sebagai praktek
analisis, paling tidak ada dua langkah utama yang bersifat
integratif, yakni (1) membaca (reading) dan (2) menafsirkan
(interpreting). John Burrow menawarkan dua analogi yang
dapat dipergunakan untuk menggambarkan kedua langkah
tersebut, yaitu (1) ‘mendengarkan’ percakapan (the ‘eaves
droppping’ on a conversation) dan (2) penerjemahan (a
translation).”*

Adapun yang pertama, yakni menguping percakapan,
menurut Burrow, mempraktekkan sejarah intelektual tidak
membutuhkan pengetahuan tentang sebuah model atau
resep, melainkan hanya kesabaran, kewaspadaan dan
ketekunan dalam memelihara perhatian kita pada
percakapan masa lalu dan mencoba memahami komponen-
komponen dengan konteknya. Sedangkan yang kedua,
yakni penerjemahan, memikirkan pemikiran masa lalu yang
ditawarkan  sejarah  intelektual  sebagai  aktivitas
‘menciptakan kembali’ (recreating) atau ‘mengalami
kembali’ (reexperiencing) hanyalah setengah dari proses.
Seandainya mungkin, proses ini seolah-olah hendak

%'Burrow, Intellectual History in English Academic Life:Reflections on
a Revolution, (Hampshire & NY: Palgrave Macmillan), 8-24.
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G.

menambah satu orang yang secara  restropektif
melakukannya ke dalam populasi masyarakat masa lalu
tersebut. Intinya adalah agar dapat berbicara tentang hal itu,
untuk menjadi perantara dua dunia.®?

Dalam melakukan analisis, ada dua hal penting yang
patut diperhatikan, yaitu (1) relasi antar teks dan konteks,
dan (2) hubungan antara sejarah dan teori. Menurut
Dominick La Capra,®® sejarawan harus mempertimbangkan
kedua hal tersebut sebagai sesuatu yang vital dalam upaya
mereka membaca dan menafsirkan. Teks dapat dilihat
sebagai peristiwa sejarah berkenaan mereka sendiri serta
sebagai dasar penting untuk rekonstruksi inferensial
peristiwa-peristiwva lainnya. Sementara itu, konteks
biasanya jamak dan karena itu sering selalu bertentangga,
atau setidaknya delematis terkait satu sama lainnya. Maka
dari itu menjadi sangat penting bagi para sejarawan untuk
mampu menjaga etika dalam karya-karyanya.

Akhirnya dengan melakukan analisa sebagaimana yang
telah diungkapkan di atas, seperti kemampuan membaca
dan menafsirkan kembali seuai denganteks dan kontkes
berkaitan peristiwa ataupun sejarah dalam kehidupan M.
Natsir pada masa lalu, diharapkan mampu mengungkap
pemikirannya tentang etika politik.

Sistematika
Penelitian ini terdiri dari enam bab termasuk bab penutup,

yang terangkai sebagai suatu kesatuan yang utuh, antara bab

satu dengan bab lainnya. Komposisi masing-masing bab
diuraikan pada sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama. Berisi Pendahuluan memuat dasar-dasar

yang memunculkan permasalahan yang menggambarkan

%2Santosa, Sejarah Intelektual Sebuah Pengantar, (Sidoarjo: Uru Anna

Books, 2014), 68.

%La Capra, Intellectual History and Its Ways, The American History

Review, Vol. 97 No. 2, April 1992, 425-439.
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secara sekilas sejarah perjalanan M. Natsir sebagai intelektual
dan politikus, serta pemimpin umat dalam aktivitasnya pada
bidang politik, organisasi sosial kemasyarakatan dan dakwah.
Serta rumusan masalah yang masih bersifat umum tersebut
dibatasi menurut obyek studi. Kemudian tujuan dan kegunaan
penelitian. Kajian pustaka yang merupakan prior research,
untuk mengetahui bahwa penelitian ini  belum pernah
dilakukan. Dilanjutkan kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Berisi kehidupan M. Natsir yang membahas
seputar sejarah kelahiran, aktivitasnya dalam organisasi sosial
keagamaan dan dunia politik, serta karya-karya ilmiahnya.

Bab Ketiga. Berisi kehidupan sosial dan politik, baik
sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

Bab Keempat. Berisi pokok-pokok pemikiran M. Natsir
yang mengulas tentang karakteristik pemikirannya tentang
politik, etika politik menyangkut masalah dasar negara,
demokrasi serta pemikirannya tentang amar ma ruf nahi
munkar.

Bab Kelima. Berisi kontribusi pemikiran M. Natsir dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang
mengetengahkan tentang kontribusi pemikirannya tentang
etika politik di Indonesia, baik sebelum maupun pasca
kemerdekaan. Dari sumbangannya tersebut dapat diketahui
adakah relevansi  pemikirannya, disebabkan terdapat
keterkaitan antara kehidupan sosial dan politik serta
kontribuasinya pada masa-masa itu, sehingga penelitian ini
masih relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia.

Bab Keenam. Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai
hasil akhir, yang memaparkan tentang hasil kajian terhadap
konsep pemikiran tokoh tersebut yang diakhiri dengan saran-
saran ataupun rekomendasi.






BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui kajian secara mendalam terhadap konsep
pemikiran M. Natsir tentang etika politik, maka pada akhirnya
dapat disampaikan hasil akhir dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1. Bagi M. Natsir etika politik merupakan landasan etis
bagi kekuasaan, oleh karena itu landasan etik tersebut
menurutnya berupa kebenaran yang bersumber pada
agama, meskipun begitu baginya pendasaran agama
terhadap negara tidak mutlak, karena keberadaan negara
tidak tergantung pada agama.

2. Faktor yang mendorong munculnya pemikiran M. Natsir
tentang etika politik tersebut, karena dilatarbelakangi
oleh kondisi kehidupan sosial politik pada waktu itu,
yakni rivalitas yang terjadi antara golongan Islam
diwakili oleh M. Natsir, sedangkan golongan Nasionalis
Sekuler oleh Soekarno yang terjadi sekitar tahun 1930-
an dan berlanjut pada penghujung tahun 1940-an,
menyangkut pemisahan antara negara dan agama.

3. Kontribusi pemikiran M. Natsir tentang etika politik
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat
diperhatikan keterlibatannya pada aktivitas politik dan
perjuangannya serta sumbangan pemikirannya sewaktu
zaman penjajahan sekitar pada awal tahun 1930-an,
berlanjut dipenghujung tahun 1940-an, menyangkut
persoalan penyatuan negara dan agama Serta
pelaksanaan ~ demokrasi pemikirannya  tentang
pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar sebagai upaya
untuk menegakkan Islam dari serangan pihak-pihak yang
ingin memojokkan Islam, juga sikapnya dalam
menghadapi Kristenisasi yang dibantu oleh penjajah.
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Sedangkan dimasa Soekarno bisa dilihat keterlibatan
dalam aktivitas politik dan perjuangannya seperti
sikapnya yang kompromistis dalam menerima Pancasila
sebagai dasar negara, setelah perjuangannya di Majlis
Konstituante lewat kendaraan politiknya Masyumi
meskipun tidak berhasil, juga perlawanannya terhadap
demokrasi terpimpin yang diperlakukan oleh Soekarno
karena dinilai otoriter. Pada masa pemerintahan
Soeharto, bisa diperhatikan sikapnya dalam menghadapi
kristenisasi yang sasarannya mantan anggota G.30.S\PKI
yang dinilai menyinggung umat Islam, dengan mencari
solusi yang diterima semua pihak. Serta koreksinya
terhadap buku pelajaran moral Pamcasila (PMP) yang
dinilai membahayakan bagi generasi muda, karena akan
menimbulkan pendangkalan agidah, dan keterlibatannya
dalam Petisi 50 sebagai wujud keprihatinannya dalam
penegakan demokrasi, karena pemeritahan Orde Baru
dibawah kepemimpinan Suharto dinilai sewenang-
wenang dalam pelaksanaan demokrasi. Semua itu
merupakan kontribusi pemikirannya terkait dengan etika
politik.

. Dari apa yang telah diungkapkan diatas, baik

kontribusinya pada kehidupan berbangsa dan bernegara
pada masa-masa sebelum kemerdekaan maupun setelah
kemerdekaan baik dimasa Soekarno maupun Soeharto,
dengan memperhatikan realitas kondisi kehidupan sosial
dan politik pada waktu itu, aktfitas politik serta
kontribusi pandangannya mengenai etika politik, maka
terdapat keterkaitan diantara keduanya. Sehingga
pandangannya mengenai etika politik masih relevan
dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia.
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B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penilitian terhadap konsep
pemikiran M. Natsir tentang etika politik yang menyangkut
persoalan-persoalan dasar negara, demokrasi dan pelaksanaan
amar ma’ ruf nahi munkar sebagai upaya untuk menegakkan
hukum dan keadilan sebagaimana yang telah disampaikan
sebelumnya, maka punulis menyampaikan saran-saran sebagai
berikut:

1. Dengan memahami konsep pemikiran M. Natsir tentang
etika politik tersebut, diharapkan mampu memberikan
pemahaman, bahwa dasar negara Pancasila dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah
final, karena melihat realitas dan kondisi bangsa
Indonesia yng majemuk.

2. Pelaksanaan demokrasi sebagai salah satu wujud dalam
melaksanakan hak-hak politik bagi masyarakat, harus
dilakukan dengan cara-cara yang jujur, bebas,
transparan, santun dan sesuai dengan hati nurani, serta
menghindari cara-cara yang tercela seperti money
politik, yang akan berakibat pada biaya politik tinggi,
pada akhirnya akan menimbulkan banyaknya kasus
korupsi seperti sekarang ini, juga menghindari cara-cara
kekerasan dan memaksakan kehendak, dengan upaya
penegakkan hukum sebagaiupaya untuk mencegah
korupsi dan tindakan kekerasan dalam kehidupan
masyarakat, serta menjaga kedaulatan negara.

3. Dengan memahami konsep pemikiran M. Natsir diatas,
diharapkan agar setiap warga negara dalam mencapai
tujuannya harus menggunakan cara-cara yang sesuai
dengan konstitusi ataupun undang-undang. Dilakukan
secara demokratis, bukan melalui pemaksaan kehendak,
sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, sementara
adanya kekhawatiran beberapa pihak, munculnya
ancaman terhadap Pancasila, NKRI, dan gerakan-
gerakan radikal, dengan menyalahgunakan agama
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(Islam) sebagai atributnya, padahal sebagai agama
(Islam) tidak pernah mengajarkan tindakan kekerasan.
Bahkan mengajak mayarakat untuk membangun
kehidupan yang dilandasi kasih sayang, ditengah-tengah
suasana kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehingga
terwujud harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang
dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun
kehidupan sosial yang sejahtera serta dipenuhi dengan
ketentraman dan kedamaian.
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